
WALIKOTA MATARAM

PRGVIN~SI NUSA TENGCARA BARAT

PERATURAN WALIKGTA MATAlRAM

NGMGR ~ T A H U N 2G ' 6

TENTANC

RENCANA PENCAPAIAN BAN PENERAPAN
STANBAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIBANO PENI3IBIKAN

KGTA MATARAM

DENOAN RAHMAT TUHAN VANCT MAHA ESA

WALIKGTA MATARAM ,

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayah. (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2G14 tentang Pemermtahan Baerah Pelaksanaan
Pelayanan Basar pada U rusan Pemerintahan Wajiib yang
b erkaitan d e ngan P e layanan , B asar b e rpedoman p a d a
standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat;

bW~wa sesual Pasal 9 ayat (3) Pgraturan Pemerintah Nomor
65 Thu n 2GG5 tentang Pcdoman Penyusunan dan
P enerapan Stan d a r Pela y ana n M ln lm a l) PemerIIntahan
Baerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat
'target, tahunan pencapalan SPM dengan mengacu pada batas
waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud
dalsm huru f a , dan hu ru f b , p r l u m e netapkan Peraturan
Wali kota tentang Rencana Pen capaian dan Penerapan
S tandar Pelayanan MIIrumai (SPM) Brdang PendId ikan K o t a
M atar~ ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya I3aerah Tingkat I I M a taram (Lembaran Negara
Republik I n donesia. Tahun 1 99 3 N o mor 6 6 , T a m bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang =Undang Nomor 2'G Tahun 2Q'G'3 tentang
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 G G 3 Nom ox ' 7 8, T ~ ba h a n Lem b a r a n Neg a r a
Republik Indonesi.a Nomor 34G1);
Undang =Undang Nom o r 33 Tahun 2GG4 tentang
Perrmbangan K euangan a n t a ra P emermtah P u sa t d. a n
Pemerintahan Baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 G G 4 No m o r 12 6 , Tar o b aha n Lem b a ra n Ne g a ra
Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang No mor 12 Tahu n 201 1, tentang
Pembentukan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik I ndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 8 2 , T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 . Undang-Undang No mor 23 Tah u n 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 14 Nomor 2 44 , Tambahan L embaran Negara
Republik In donesia N omor 55 87), s ebagaimana telah
beberapa k al i d i ubah t erakhi r d engan U ndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2 015 t entang Perubahan Kedua A tas
U ndang-Undang No mor 23 Tah u n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 15 N omor 5 8 , T ambahan L embaran N agara
Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah N omor 58 T ahu n 2 005 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan P emerintah No mor 65 Ta hu n 20 0 5 te n tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah N omor 79 T a hun 2 005 t entang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tshun 2 005 N omor 1 69 , Tambahan L embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah N omor 1 7 T ahun 2 0 10 t entang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Nagara R epublik In donesia T ahun 2010 N omor 23 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor
5105);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006
tentang Pe doman Pe ngelolaan Ke u angan Daerah
sebagaimana telah beberapa kal i d iubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 11
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 6 T ahun 2 007
t entang P etunjuk Teknis P enyusunan da n Penerapan
Stander Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 9 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Stander
Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistern Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan M enter i Pendidikan N asional N omor 1 5 T ahun
2010 tentang Standar Pelaysnan Minimal Bidang Pendidikan
di Kabupaten/Kota Sebagai m ana t elah d iubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013;



15. Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan ates
Peraturan Mendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Deism Negeri di
Kab/Kota;

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 T ahun 2 009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram;

M EMUTUSKAN ;

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
P ENDIDIKAN KOTA MATARAM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Deism Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Da erah ad alah Wa l ikota sebagai unsur
p enyelenggara pemerintahan da erah ya n g Memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Matarsm.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Mataram.

6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar
yang berkaitan dengan pelayanan dasar hagi warga negara
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

7. Stander Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal.

8 . Pelayanan D asar adalah j enis p elayanan p ublik u n tuk
memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

9. Jenis Pelayanan a dalah k egiatan u n tu k m elaksanakan
urusan wa j i b be rskala daerah ya n g pencapaisnnya
ditentukan berdasarkan indikator kinerja.

10. Indikator K inerja adalah Tolok u ku r k eberhasilan j enis
pelayanan be rdasarkan ni la i te rukur sebagai ta rget
pencapaian yang ditetapkan.



11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja
pada tahun yang bersangkutsn.

12. Lembaga Mi t ra Pem er inta h Daer a h adal ah
Departemen/Lembaga Pemerintah Non D epartemen atau
sebutan l a in , p erusahaan swasta, B adan U saha M i l ik
Nagara, Baden Usaha Milik Daersh, Koperasi, Yayasan, dan
lembaga di deism negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(I) Maksud dibentuknya Peraturan Wslikota in i adalah untuk
m emberikan p edoman de ism rangka p encapaian dan
penerapan SPM bidang Pendidikan.

(2) Tujuan d ibentuknya peraturan Walikota in i adalah untuk
menjamin j enis d a n k u al itas p elayanan d asar b idang
Pendidikan yang berhak diperoleh setiap warga Negara;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

a . Jenis p elayanan dasar , In d ikator , N i lai , da n Waktu
pencapaian SPM Bidang Pendidikan;

b. Penyelenggaraan dan Pencapaian SPM;

c. Pembinaan dan Pengawasan; dan

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU
PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dassr, Indikator, nilai dan waktu pencapaian
target SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran y ang m erupakan b agian t i dak t e rpisahkan d ar i
Peraturan ini.



BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pasal 5

(I) Perangkat D aerah yan g membidangi p enyelenggaraan
urusan wajib b idang Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam p asal 4 se suai tu gas p okok d a n fu ngsinya
bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Pendidikan.

(2) Penyelenggaraan SPM Bid an g Pe ndidikan dap at
bekerjasama dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah
dan Masyarakat.

(3) Rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan d i tuangkan
deism Rencana Pembangunsn Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan
Rencana S t rategis Perangkat d aerah, R encana k erja
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(4) Rencana pencapaisn SPM sebagaimana d imaksud pada
ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-Perangkat
Daerah, DPA-Perangkat daerah dan Penetapan Kinerja (PK)­
Perangkat daerah.

(5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan
berasal dari APBD Kota Mataram dan sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAW A SAN

Pasal 6

(I) Pembinaan at a s penerapan dan pe ncapaian SPM
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalsm ayat ( I ) , dapat
berupa fasilitasi, pemberian o r ientasi u mum, petunjuk
teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau
bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan ates penerapan dan pencapaisn SPM bidang
pendidiksn d i lakukan o leh Walikota d i b antu Perangkat
Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(I) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
penerapan serta pencapaisn SPM.



(2) Perangkat Daerah menyampaikan l aporan p elaksanaan
SPM k epada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapsn
SPM paling sedikit satu kali deism I (satu) tahun.

(3) Monitoring dan evsluasi terhadap kinerja penerapsn dan
pencapaian SPM Persngkat daerah, dilakukan oleh Tim
Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali deism I
(satu) tahun.

(4) Tim E valuasi P enerapan SPM m enyampaikan hasil
monitoring dan ev aluasi k inerj a pe nerapan dan
pencapaian SPM sebagaimana dimaksud peda ayat (3),
kepada Walikota melalui Sekretaris Daersh.

(5) Hasil m onitoring dsn evaluasi sebagaimana d imaksud
pada ayat ( 3 ) d ipergunakan s ebagai b ahan l aporan
penerapan SPM kepada Gubemur Nusa Tenggara Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada seat Peraturan Walikota in i mu lai berlaku, Peraturan
Walikota Mataram Nomor 23 Tahun 2006 tentang Stander
Pelayanan M inimal B idang Pendidikan d i K ota M atarsm
(Barite Daersh K ota M ataram Tshun 2 006 Nomor 164),
dicabut dan dinyataksn tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wa l ikota ini mula i be r laku pa da tanggal
diundangkan.

Agar se t iap oran g me ngetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
deism Berita Daersh Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 4 Q'ctobae .136

WALIKOTA MATARAM,

g H. AHYA ABDUH
Diundangksn di Mataram
pads tanggal 4 "­ " " ' - '

­

" ' ' . t ' ­

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM ,~

H. EFF NDI EKO SASWITO

B ERITA DAERAH KOTA MATA RAM TAHU N 2016 NO M O R
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